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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sumenep merupakan 
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2017 
dan merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama 
Sumenep Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja 
pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sumenep, wujud transparansi dan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu 
peningkatan kinerja Pengadilan Agama Sumenep.  
 
Kinerja Pengadilan Agama Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja 
pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 
Pengadilan Agama Sumenep tahun 2017.  

 
Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2017 telah sesuai dengan target yang 
ditetapkan. Pengadilan Agama Sumenep melihat setiap keberhasilan ataupun kegagalan 
dalam memenuhi target yang ada sebagai media evaluasi sebagai pemicu peningkatan 
kinerja kedepan.  

 
Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai 
pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang 
telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Agama 
Sumenep.  

 
Sumenep, 16 Februari 2018 
Ketua Pengadilan Agama 
Sumenep  
 
 
Dra. Risana Yulinda, S.H, M.H 
 

  

 
 
 

KATA PENGANTAR 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 
Laporan Kinerja Pengadilan Agama 
Sumenep merupakan wujud dari kinerja 
Pengadilan Agama Sumenep dalam 
pencapaian visi dan misinya, 
sebagaimana dijabarkan dalam tujuan 
dan sasaran strategis. 
 
Untuk mencapai visi, misi, dan 
tujuannya, pada tahun 2017 Pengadilan 
Agama Sumenep menetapkan 4 (empat) 
sasaran strategis, dan menggunakan 14 
(empat belas) indikator kinerja untuk 
mengukur sasaran tersebut. 
 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa 
dari 4 (lima) sasaran strategis yang 
ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 
2017 terdapat 1 (satu) sasaran strategis 
yang berhasil dilaksanakan dengan 
capaian 100% yaitu: 
Meningkatnya kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan  

 
Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang 
capaiannya dibawah 100%, antara lain: 
1. Terwujudnya penyelesaian perkara 

yang sederhana, tepat waktu, dan 
akuntabel. (80,93%) 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara (76,26%) 

3. Meningkatkan mutu pelaksanaan 
pembebasan biaya perkara, 
penyelesaian perkara diselesaikan di 
luar gedung pengadilan dan 
pelayanan posbakum (98,26) 

 
Secara keseluruhan rata-rata capaian 
kinerja Pengadilan Agama Sumenep 
adalah sebesar 89%. Rincian capaian 
kinerja masing-masing sasaran 
danindikatornya dijelaskan pada tabel 
berikut:  

1. TERWUJUDNYA PENYELESAIAN PERKARA YANG SEDERHANA, TEPAT WAKTU, 

DAN AKUNTABEL. 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu  
85% 88,72% 104,38% 

c. Persentase penurunan sisa perkara 90% 12,33% -13,71% 
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum:  
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

99% 99,65% 100,66% 

e. Index responden pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 

75% 85% 113,33% 

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I 80,93% 
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2. SASARAN STRATEGIS 2: PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN 

PENYELESAIAN PERKARA 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh 
para pihak yang tepat waktu 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 
mediasi 

10% 0,5% 5,03% 

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan 
banding, kasasi dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

100% 100% 100% 

d. Persentase putusan yang menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 
diakses secara online dalam waktu 1 hari 
sejak diputus 

100% 100% 100% 

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II 76,26% 

 

3. SASARAN STRATEGIS 3: MENINGKATKAN MUTU PELAKSANAAN PEMBEBASAN 

BIAYA PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG 

PENGADILAN DAN PELAYANAN POSBAKUM 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan. 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar 
gedung pengadilan. 

100% 100% 100% 

c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) 
identitas hukum 

90% 93,04% 93,04% 

d. Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan bantuan 
hukum (Posbakum) 

100% 100% 100% 

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III 98,26% 

 

4. SASARAN STRATEGIS 4: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100% 100% 100% 

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV 100% 
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BAB I 
Pendahuluan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Latar Belakang  

 

Pengadilan Agama Sumenep adalah 
Pengadilan Agama Kelas IB merupakan 
Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya. Pengadilan Agama Sumenep 
terletak di Jl. Trunojoyo No. 300 Km. 03 
memiliki wilayah hukum terdiri 294 
Kelurahan/Desa dan 24 Kecamatan, 
dengan luas wilayah daratan 1.146,93 
Km2 dan bagian kepulauan dengan luas 
wilayah 946,53 km2 dan jumlah 
penduduk 1.076.592 jiwa.  

 
Tugas dan fungsi Pengadilan Agama 
Sumenep selaku salah satu kekuasaan 
Kehakiman di lingkungan Peradilan 
Agama, diatur dalam pasal 24 ayat (2) 
Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang telah 
diamandemen dikatakan bahwa 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada dibawahnya 
dalam lingkungan Peradilan Umum, 
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah 
Konstitusi”. Dengan amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 tersebut, 
khususnya Bab IX tentang Kekuasaan 
Kehakiman pasal 24 telah membawa 
perubahan penting terhadap 
penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Mahkamah Agung.  

 
Dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, Pengadilan Agama Sumenep 
dituntut untuk melaksanakannya dengan 
prudent, transparan, akuntabel, efektif, 
dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip 
good governance sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme.  

 
Salah satu azas penyelenggaraan good 
governance yang tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
adalah azas akuntabilitas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggaraan negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat . Akuntabilitas tersebut salah 
satunya diwujudkan dalam bentuk 
penyusunan Laporan Kinerja  
 
Pengadilan Agama Sumenep 
memandang perlu untuk menyampaikan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKjIP) dalam rangka penerapan 
Reformasi Birokrasi pada area 
Akuntabilitas dan mewujudkan 
Manajemen Perencanaan Kinerja di 
lingkungan Mahkamah Agung RI dan 
jajaran peradilan di bawahnya.  

 
Laporan kinerja ini disusun sebagai salah 
satu bentuk pertanggung jawaban 
Pengadilan Agama Sumenep dalam 
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melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya selama tahun 2017 untuk 
mencapai visi dan misinya.  
 
Selain untuk memenuhi prinsip 
akuntabilitas, laporan kinerja ini juga 
disusun sesuai amanat Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 
2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian 
Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara 
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah. 
  



LKjIP 2017 
PENGADILAN AGAMA  

SUMENEP  

3 
 

 
 
 

B. Tugas & Fungsi  
 

 
 
 
 

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama 
Pengadilan Agama Sumenep bertugas 
dan berwenang menerima, memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang 
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 
zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi 
syari’ah sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama yang sekarang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 
atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama. 

 
Untuk melaksanakan tugas pokok 
tersebut, Pengadilan Agama Sumenep 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Memberikan pelayanan teknis 

yustisial dan administrasi 
kepaniteraan bagi perkara tingkat 
pertama serta penyelesaian perkara 
dan eksekusi. 

2. Memberikan pelayanan dibidang 
administrasi perkara banding, kasasi 
dan peninjauan kembali serta 
administrasi peradilan lainnya. 

3. Memberikan pelayanan administrasi 
umum kepada semua unsur 
dilingkungan Pengadilan Agama 
(umum, kepegawaian dan 
keuangan). 

4. Memberikan keterangan, 
pertimbangan dan nasehat tentang 
hukum Islam pada instansi 
pemerintah di daerah hukumnya, 
apabila diminta sebagaimana diatur 
dalam pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 
Nomor 50 Tahun 2010 tentang 
Peradilan Agama. 

5. Memberikan pelayanan penyelesaian 
permohonan pertolongan pembagian 
harta peninggalan diluar sengketa 
antara orang-orang yang beragama 
Islam yang dilakukan berdasarkan 
hukum Islam sebagaimana diatur 
dalam pasal 107 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2010 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama. 

6. Melaksanakan tugas penyelesaian 
sengketa ekonomi syari’ah sesuai 
dengan pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 yang 
telah diperbaharuai yang kedua 
dengan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2010. 

7. Melaksanakan tugas-tugas 
pelayanan lainnya seperti 
penyuluhan hukum, 
memberikan/melaksanakan hisab 
rukyat dalam penentuan awal pada 
tahun hijriyah. 
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C. Struktur Organisasi  
 
 
  
Pada Tahun 2017, struktur organisasi 
dan numenklatur jabatan Pengadilan 
Agama Sumenep mengacu pada 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan.  
 
Pada numenklatur yang baru, jabatan 
Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah. 

Bagan Struktur Organisasi Pengadilan 
Agama Sumenep sebagai berikut: 

 
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 
(Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai 
struktur organisasi di atas, mengacu 
pada Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan adalah 
sebagai berikut: 

1. KETUA PENGADILAN AGAMA 
TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA 
ADALAH: Pemimpin pelaksanaan 
tugas Pengadilan Agama dalam 
mengawasi, mengevaluasi, dan 
melaporkan pelaksanaan tugas 
sesuai dengan kebijakan tugas 
menurut Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;  
 

2. WAKIL KETUA PENGADILAN 
AGAMA TUGAS POKOK DAN 

FUNGSINYA ADALAH: Mewakili 
Ketua Pengadilan Agama dalam hal 
merencanakan dan melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil 
Ketua Pengadilan Agama serta 
mengkoordinir dan melaporkan 
Pengawasan tugas kepada Ketua 
Pengadilan Agama.  

 
3. HAKIM TUGAS POKOK DAN 

FUNGSINYA ADALAH: Menerima 
dan meneliti berkas perkara serta 
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bertanggung jawab atas perkara yang 
diterima yang menjadi wewenang nya 
baik dalam proses maupun 
peneyelesaiannya sampai dengan 
minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua 
Pengadilan Agama Menyusun 
Program kerja jangka panjang dan 
jangka pendek. Serta melaksanakan 
Pengawasan bidan Bidalmin atas 
perintah Ketua.  

 
4. PANITERA TUGAS POKOK DAN 

FUNGSINYA ADALAH: Berkoordinasi 
dengan Ketua Pengadilan Agama 
dalam merencanakan dan 
melaksanakan pelayanan teknis di 
bidang Administarsi Perkara yang 
berkaitan dengan menyiapkan konsep 
rumusan kebijakan dalam 
menggerakkan dan mengarahkan 
pelaksanaan tugas kegiatan 
Kepaniteraan dalam menyusun 
program kerja jangka panjang dan 
jangka pendek. 

 
5. SEKRETARIS TUGAS POKOK DAN 

FUNGSINYA ADALAH: Berkoordinasi 
dengan Ketua Pengadilan Agama 
dalam merencanakan dan 
melaksanakan pelayanan teknis di 
bidang Administarsi umum dan 
administrasi lainnya yang berkaitan 
dengan menyiapkan konsep rumusan 
kebijakan dalam menggerakkan dan 
mengarahkan pelaksanaan tugas 
kegiatan Kesekretariatan dalam 
menyusun program kerja jangka 
panjang dan jangka pendek.  

 
6. KASUBAG UMUM &amp; 

KEUANGAN TUGAS POKOK DAN 
FUNGSINYA ADALAH: Memimpin 
dan mengkoordinir dan menggerakan 
seluruh aktivitas pada Sub.bagian 
umum (rumah tangga) dan Keuangan 
serta menyiapkan konsep rumusan 
kebijakan dalam pelaksanaan 
mengevaluasi dan membuat laporan/ 
bertanggungjawab kepada Sekretaris.  

 
7. KASUBAG BAGIAN KEPEGAWAIAN, 

ORGANISASI &amp; TATA 
LAKSANA TUGAS POKOK DAN 
FUNGSINYA ADALAH: Memimpin 
dan mengkoordinir/menggerakan 
seluruh aktivitas pada Sub. Bag 

Kepegawaian, Organisasi &amp; Tata 
Laksana serta menyiapkan konsep 
rumusan kebijakan dalam 
pelaksanaan mengevaluasi dan 
membuat laporan/ bertanggungjawab 
kepada Sekretaris.  

 
8. KASUBAG BAGIAN 

PERENCANAAN, TI &amp; 
PELAPORAN TUGAS POKOK DAN 
FUNGSINYA ADALAH: Memimpin 
dan mengkoordinir/menggerakan 
seluruh aktivitas pada Sub. Bag 
Perencanaan, TI dan Pelaporan serta 
menyiapkan konsep rumusan 
kebijakan dalam pelaksanaan 
mengevaluasi dan membuat 
laporan/bertanggungjawab kepada 
Sekretaris.  

 
9. PANITERA MUDA GUGATAN 

TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA 
ADALAH: Memimpin dan 
mengkoordinir/menggerakan seluruh 
aktivitas pada bagian gugatan serta 
menyiapkan konsep rumusan 
kebijakan dalam pelaksanaan 
mengevaluasi dan membuat laporan 
/bertanggungjawab kepada Panitera.  

 
10. PANITERA MUDA PERMOHONAN 

TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA 
ADALAH: Memimpin dan 
mengkoordinir/menggerakan seluruh 
aktivitas pada bagian permohonan 
serta menyiapkan konsep rumusan 
kebijakan dalam pelaksanaan 
mengevaluasi dan membuat laporan/ 
bertanggungjawab kepada Panitera.  

 
11. PANITERA MUDA HUKUM TUGAS 

POKOK DAN FUNGSINYA ADALAH: 
Memimpin dan mengkoordinir / 
menggerakan seluruh aktivitas pada 
bagian hukumserta menyiapkan 
konsep&nbsp; rumusan kebijakan 
dalam pelaksanaan mengevaluasi 
dan membuat laporan/ 
bertanggungjawab kepada Panitera.  

 
12. PANITERA PENGGANTI TUGAS 

POKOK DAN FUNGSINYA ADALAH: 
Mendampingi dan membatu Majelis 
Hakim mengikuti sidang pengadilan 
membuat berita acara membuat 
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instrumen sidang mengetik putusan 
dan penetapan perkara menyerahkan 
berkas perkara yang telah selesai 
pada Panitera Muda Hukum / meja III 
serta bertanggung jawab kepada 
Panitera.  

 

 
13. JURUSITA DAN JURUSITA 

PENGGANTI TUGAS POKOK DAN 
FUNGSINYA ADALAH: 
Melaksanakan tugas kejurusitaan dan 
bertanggungjawab kepada Panitera. 
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D. Isu Strategis 
 
 
 
 
 
 

Pengadilan Agama Sumenep adalah 
Pengadilan Agama Kelas IB merupakan 
Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya. Pengadilan Agama Sumenep 
terletak di Jl. Trunojoyo No. 300 Km. 03 
memiliki wilayah hukum terdiri 294 
Kelurahan/Desa dan 24 Kecamatan, 
dengan luas wilayah daratan 1.146,93 
Km2 dan bagian kepulauan dengan luas 
wilayah 946,53 km2 dan jumlah 
penduduk 1.076.592 jiwa.  
 
Tugas dan fungsi Pengadilan Agama 
Sumenep selaku salah satu kekuasaan 
Kehakiman di lingkungan Peradilan 
Agama, diatur dalam pasal 24 ayat (2) 
Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang telah 
diamandemen dikatakan bahwa 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada dibawahnya 
dalam lingkungan Peradilan Umum, 
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah 
Konstitusi”. Dengan amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 tersebut, 
khususnya Bab IX tentang Kekuasaan 
Kehakiman pasal 24 telah membawa 
perubahan penting terhadap 
penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Mahkamah Agung.  
 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya, Pengadilan Agama Sumenep 
masih dihadapkan oleh beberapa kondisi 
objektif yang harus diselesaikan untuk 
meningkatkan kinerja peradilan. Berikut 
beberapa hal yang menjadi isu strategis 
dan sering menjadi sorotan masyarakat 

di pengadilan pada umumnya, termasuk 
di Pengadilan Agama Sumenep adalah :  
1. Produktifitas penyelesaian perkara. 

Mahkamah Agung dan peradilan 
dibawahnya dituntut untuk tidak 
pernah berhenti meningkatkan 
produktifitas penyelesaian perkara. 
Termasuk Pengadilan Agama 
Sumenep setiap tahunnya terus 
dipacu untuk lebih optimal dalam 
menyelesaikan perkara agar tidak 
terjadi tunggakan perkara ataupun 
penyelesaian perkara yang lebih dari 
5 (lima) bulan.  

2. Kepercayaan publik terhadap badan 
peradilan masih rendah, karena 
komitmen aparatur untuk mewujudkan 
badan peradilan yang bebas korupsi 
kolusi dan nepotisme dan melayani 
belum sepenuhnya terwujud. Hal ini 
terjadi pada badan peradilan 
umumnya.  

3. Putusan pengadilan dianggap belum 
sesuai dan memenuhi rasa keadilan 
masyarakat. Hal ini menimbulkan 
penerimaan masyarakat terhadap 
putusan Pengadilan masih rendah, 
sehingga upaya hukum tidak berhenti 
sampai tingkat banding tetapi memicu 
para pihak melakukan upaya hukum 
kasasi dan peninjauan kembali.  

4. Manajemen penanganan perkara 
mulai sejak perkara masuk, diperiksa, 
diputus, hingga eksekusi putusan, 
dalam prosesnya belum ada jaminan 
bahwa prosesnya berlangsung cepat, 
menjamin keadilan dan kepastian 
hukum (legal certainty), akuntabel dan 
transparan.  

5. Masih dijumpai permasalahan sumber 
daya manusia seperti masih 
lemahnya etos kerja, pemahaman 
terhadap kebijakan, penguasaan 
terhadap teknologi informasi, pola 
karir yang belum sesuai dengan 
kompetensi, dan nilai-nilai universal 
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peradilan yang excellent (seperti: 
independency, integrity, akuntability, 
responsibility, transparanty, impartial, 
dan equality) belum sepenuhnya 
tertanam dan dilaksanakan oleh 
seluruh warga peradilan.  

6. Permasalahan dalam fungsi 
pengawasan dan pengaduan, yaitu 
keterbatasan kualitas dan kuantitas 
sumber daya manusia pengawasan, 
masih banyak masyarakat yang 

belum memahami mekanisme 
pengaduan, dan belum adanya 
regulasi jaminan mengenai 
kerahasiaan dan perlindungan 
terhadap identitas pelapor 
pengaduan.  

7. Ketersediaan sarana dan prasarana 
fasilitas pelayanan utama dan 
pendukung yang butuh penambahan 
dan pembaruan 
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E. Sistematika Penyajian  
 

Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini disajikan penjelasan 
umum organisasi dengan 
penekanan kepada aspek 
strategis organisasi serta 
permasalahan utama (strategisc 
issued) yang sedang dihadapi 
organisasi. 
 

Bab II Perencanaan Kinerja 
Pada bab ini diuraikan 
ringkasan/ikhtisar perjanjian 
kinerja tahun yang bersangkutan  
 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan 
capaian kinerja organisasi 
untuk setiap pernyataan 
kinerja sasaran strategis 
Organisasi sesuai dengan 
hasil pengukuran kinerja 
organisasi. Untuk setiap 
pernyataan kinerja sasaran 
strategis tersebut dilakukan 
analisis capaian kinerja 
sebagai berikut: 
1. Membandingkan antara 

target dan realisasi kinerja 
tahun ini; 

2. Membandingkan antara 
realisasi kinerja serta 
capaian kinerja tahun ini 
dengan tahun lalu dan 
beberapa tahun terakhir;  

3. Membandingkan realisasi 
kinerja sampai dengan 
tahun ini dengan target 
jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen 
perencanaan strategis 
organisasi;  

4. Membandingkan realisasi 
kinerja tahun ini dengan 
standar nasional (jika ada);  

5. Analisis penyebab 
keberhasilan/ kegagalan 
atau peningkatan/ 
penurunan kinerja serta 
alternative solusi yang 
telah dilakukan;  

6. Analisis atas efisiensi 
penggunaan sumber daya;  

7. Analisis program / kegiatan 
yang menunjang 
keberhasilan ataupun 
kegagalan pencapaian 
pernyataan kinerja. 

B. Realisasi Anggaran 
Pada sub bab ini diuraikan 
realisasi anggaran yang 
digunakan dan yang telah 
digunakan untuk mewujudkan 
kinerja organisasi sesuai 
dengan dokumen Perjanjian 
Kinerja.  
 

Bab IV Penutup 
Pada bab ini diuraikan simpulan 
umum atas capaian kinerja 
organisasi serta langkah di masa 
mendatang yang akan dilakukan 
organisasi untuk meningkatkan 
kinerjanya.  

Lampiran: 
1) Perjanjian Kinerja 
2) Lain-lain yang dianggap perlu 
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BAB II  
Perencanaan 

Kinerja 

 

 

 

 

 

 

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi 
mandat bahwa salah satu arah rencana 
pembangunan jangka panjang adalah 
pemantapan kelembagaan hukum yang 
antara lain meliputi penataan kedudukan, 
fungsi dan peranan institusi hukum 
termasuk badan peradilan, organisasi 
profesi hukum, serta organisasi hukum 
lainnya agar semakin berkemampuan 
untuk mewujudkan ketertiban; kepastian 
hukum; dan memberikan keadilan 
kepada masyarakat banyak serta 
mendukung pembangunan. Selanjutnya 
dalam RPJPN dinyatakan bahwa 
tahapan pembangunan aparatur negara 
pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada 
peningkatan kesadaran dan penegakan 
hukum dalam berbagai aspek kehidupan 
berkembang makin mantap. 

 
Berdasarkan RPJMN tersebut, 
Pengadilan Agama Sumenep menyusun 
Rencana Strategis 2015-2019 mengacu 
pada Rencana Strategis Mahkamah 
Agung RI, yang memuat visi dan misi 
yang merupakan acuan dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. Visi 
dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan 
dalam tujuan yang lebih terarah dan 
perumusan sasaran organisasi dengan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 
digunakan dalam pengukuran kinerja dan 

pengendalian pelaksanaaan program dan 
kegiatan.  
 

VISI 
Visi Pengadilan Agama Sumenep yaitu: 

“Terwujudnya Pengadilan Agama 
Sumenep yang Beribawa dan 

Bermartabat” 
 
Visi ini mencerminkan cita-cita dan 
harapan Pengadilan Agama Sumenep 
untuk menjadikan Pengadilan Agama 
Sumenep sebagai lembaga peradilan 
yang dihormati dan memilki keluhuran 
dan kemuliaan dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya dalam 
memutus perkara. 
 
MISI  
1. Menjaga kemandirian Aparatur 

Pengadilan Agama Sumenep. 
2. Meningkatkan kualitas hukum yang 

berkeadilan, kredibel dan transparan. 
3. Mewujudkan keastuan hukum 

sehingga diperoleh kepastian hukum 
bagi masyarakat. 

4. Meningkatkan pengawasan dan 
pembinaan. 

 
TUJUAN  
Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, 
selanjutnya ditetapkan tujuan yang 
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hendak dicapai Pengadilan Agama 
Sumenep, sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kepastian hukum 
2. Keterjangkauan pelayanan badan 

peradilan 
3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

masyarakat pencari keadilan 
 
SASARAN STRATEGIS 
Untuk mendukung pencapaian tujuan 
agar terukur dan dapat dicapai secara 
nyata, Pengadilan Agama Sumenep 
menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis 
untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut: 
1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai 

dalam tujuan Terwujudnya 
penyelesaian perkara yang 
sederhana, tepat waktu, dan 
akuntabel adalah: 
Indikator yang digunakan untuk 
mengukur capaian sasaran tersebut 
dan sebagai indikator kinerja utama 
adalah: 
- Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 
- Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 
- Persentase penurunan sisa 

perkara. 
- Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

- Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 
 

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai 
dalam tujuan meningkatkan 
administrasi perkara yang efektif, 
efisien dan akuntabel 
(implementasi SIPP secara 
menyeluruh baik local maupun 
website). adalah: 
Indikator yang digunakan untuk 
mengukur capaian sasaran tersebut 
dan sebagai indikator kinerja utama 
adalah: 

- Persentase Isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat 
waktu 

- Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui Mediasi 

- Persentase putusan yang 
menarik perhatian masyarakat 
(ekonomi syariah ) yang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari sejak diputus 
 

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai 
dalam tujuan meningkatkan 
pelayanan peradilan yang lebih 
merata dan terjangkau disemua 
wilayah yurisdiksi pengadilan 
adalah: 
Indikator yang digunakan untuk 
mengukur capaian sasaran tersebut 
dan sebagai indikator kinerja utama 
adalah: 
- Persentase Perkara Prodeo 

yang diselesaikan 
- Persentase Perkara yang 

diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

- Persentase Perkara 
Permohonan(Voluntair) Identitas 
Hukum 

- Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 
 

4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai 
dalam tujuan meningkatkan 
kepatuhan terhadap putusan 
Pengadilan (riil eksekutable). 
adalah: 
Indikator yang digunakan untuk 
mengukur capaian sasaran tersebut 
dan sebagai indikator kinerja utama 
adalah: 
- Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi). 

 
Beberapa indikator telah ditetapkan 

sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Pengadilan Agama Sumenep yang 
ditetapkan dengan Surat Keputusan 
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ketua Pengadilan Agama Sumenep 
tentang Penetapan Reviu Indikator 
Kinerja Utama Pengadilan Agama 
Sumenep.  

 
PROGRAM DAN KEGIATAN  
Untuk mencapai tujuan dan sasaran 
strategis, Pengadilan Agama Sumenep 
menggunakan program sebagai berikut:  
1. Program: Peningkatan mutu 

pelayanan dalam penyelesaian 
perkara.  
Kegiatan: 
- Pembinaan dan DDK 
- Meningkatkan proses 

persidangan 
- Optimalisasi penggunaan aplikasi 

SIPP 
Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai Indikator Persentase sisa 
perkara yang diselesaikan 
 

2. Program: Peningkatan mutu 
pelayanan penerimaan perkara dan 
intensitas pelaksanaan persidangan 
serta penyelesaian perkara. 
Kegiatan: 
- Pembinaan dan DDK  
- Meningkatkan proses 

persidangan  
- Optimalisasi penggunaan aplikasi 

SIPP. 
Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai indikator Persentase 
perkara yang diselesaikan tepat 
waktu 
 

3. Program: Peningkatan ketepatan 
waktu dalam penyelesaian perkara. 
Kegiatan: 
- Pembinaan dan DDK  
- Meningkatkan proses 

persidangan  
- Optimalisasi penggunaan aplikasi 

SIPP. 
Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai Indikator Persentase 
penurunan sisa perkara 
 

4. Program: Peningkatan kualitas 
putusan yang memenuhi rasa 
keadilan. 
Kegiatan: 
- Pembinaan dan DDK  
- Optimalisasi penggunaan aplikasi 

SIPP Percepatan penyelesaian 
putusan 

Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai Indikator Persentase 
perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum:  
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

 
5. Program: Peningkatan kualitas 

layanan peradilan pada pencari 
keadilan 
Kegiatan: 
- Koordinasi, evaluasi dan 

pengawasan  
- Perbaikan SOP 
Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap layanan 
peradilan 

 
6. Program: Peningkatan isi putusan 

yang diterima oleh para pihak yang 
tepat waktu 
Kegiatan: 
- Pembinaan dan DDK 
- Peyempurnaan SOP 
- Optimalisasi penggunaan aplikasi 

SIPP 
Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai Indikator Persentase isi 
putusan yang diterima oleh para 
pihak yang tepat waktu 
 

7. Program: Peningkatan perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 
Kegiatan: Koordinasi, evaluasi dan 
sosialisai 
Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai Indikator Persentase 
perkara yang diselesaikan melalui 
mediasi 
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8. Program Peningkatan kualitas 
putusan yang memenuhi rasa 
keadilan 
Kegiatan: 
- Pembinaan dan DDK  
- Optimalisasi penggunaan aplikasi 

SIPP  
- Percepatan penyelesaian 

putusan 
Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai indikator Persentase 
berkas perkara yang dimohonkan 
banding, kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap dan tepat 
waktu 
 

9. Peningkatan mutu pelayanan dan 
informasi kepada masyarakat secara 
transparan dan akuntabel 
Kegiatan: 
- Pembinaan dan DDK  
- Meningkatkan proses 

persidangan  
- Optimalisasi penggunaan aplikasi 

SIPP / direktori putusan MARI 
Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai Indikator Persentase 
putusan yang menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi syariah) yang 
dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari sejak diputus 
 

10. Program: Program peningkatan 
manajemen Peradilan Agama 

Kegiatan: 
- Bantuan pembebasan biaya 

perkara 
- Penyelesaian perkara di luar 

Gedung Peradilan 
- Pembinaan dan DDK  
- Meningkatkan proses 

persidangan  
- Optimalisasi penggunaan aplikasi 

SIPP  
- Layanan bantuan hukum di 

lingkungan Peradilan Agama 
Program dan kegiatan tersebut untuk 
mencapai Indikator: 
- Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 
- Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar gedung 
pengadilan 

- Persentase perkara permohonan 
(Voluntair) identitas hokum 

- Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Posbakum) 
 

11. Program: Peningkatan pelayanan 
permohonan eksekusi 
Kegiatan:  
- Percepatan proses pelaksanaan 

eksekusi  
- Koordinasi antar instansi terkait 
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Sasaran Strategis Indikator Program Kegiatan 

Terwujudnya 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, tepat 
waktu, dan 
akuntabel. 

1. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

Peningkatan mutu 
pelayanan dalam 
penyelesaian 
perkara 

- Pembinaan dan 
DDK  

- Meningkatkan 
proses 
persidangan  

- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP 

2. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

Peningkatan mutu 
pelayanan 
penerimaan perkara 
dan intensitas 
pelaksanaan 
persidangan serta 
penyelesaian 
perkara 

- Pembinaan dan 
DDK  

- Meningkatkan 
proses 
persidangan  

- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP 

3. Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

Peningkatan 
ketepatan waktu 
dalam penyelesaian 
perkara 

- Pembinaan dan 
DDK  

- Meningkatkan 
proses 
persidangan  

- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP 

4. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum:  
- Banding  
- Kasasi 
- PK 

Peningkatan kualitas 
putusan yang 
memenuhi rasa 
keadilan 

- Pembinaan dan 
DDK  

- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP  

- Percepatan 
penyelesaian 
putusan 

5. Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap 
layanan 
peradilan 

Peningkatan kualitas 
layanan peradilan 
pada pencari 
keadilan 

- Koordinasi, 
evaluasi dan 
pengawasan  

- Perbaikan SOP 

Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

1. Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh para 
pihak yang tepat 
waktu 

Peningkatan isi 
putusan yang 
diterima oleh para 
pihak yang tepat 
waktu 

- Pembinaan dan 
DDK  

- Peyempurnaan 
SOP  

- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP 

2. Persentase 2. Peningkatan - Koordinasi, 
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perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

evaluasi dan 
pengawasan  

- Perbaikan MOU 
3. Persentase 
berkas perkara yang 
dimohonkan 
banding, kasasi dan 
PK yang diajukan 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

3. Peningkatan 
kualitas putusan 
yang memenuhi 
rasa keadilan 

- Pembinaan dan 
DDK  

- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP  

- Percepatan 
penyelesaian 
putusan 

4. Persentase 
putusan yang 
menarik perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah) 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari sejak 
diputus 

4. Peningkatan mutu 
pelayanan dan 
informasi kepada 
masyarakat secara 
transparan dan 
akuntabel 

- Pembinaan dan 
DDK  

- Meningkatkan 
proses  

- persidangan 
Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi direktori 
putusan MARI 

Meningkatkan 
mutu pelaksanaan 
pembebasan biaya 
perkara, 
penyelesaian 
perkara 
diselesaikan di luar 
gedung pengadilan 
dan pelayanan 
posbakum 

1. Persentase 
perkara prodeo yang 
diselesaikan 

Program 
peningkatan 
manajemen 
Peradilan Agama 

Bantuan 
pembebasan biaya 
perkara 

2. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di luar 
gedung pengadilan 

 Penyelesaian 
perkara di luar 
Gedung Peradilan 

3. Persentase 
perkara permohonan 
(Voluntair) identitas 
hukum 

 - Pembinaan dan 
DDK  

- Meningkatkan 
proses 
persidangan  

- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP  

4. Persentase 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum (Posbakum) 

 Layanan bantuan 
hukum di lingkungan 
Peradilan Agama 

Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata 
yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

Peningkatan 
pelayanan 
permohonan 
eksekusi 

Percepatan proses 
pelaksanaan 
eksekusi Koordinasi 
antar instansi terkait 



LKjIP 2017 
PENGADILAN AGAMA  

SUMENEP  
 

16 
 

REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

NO 

SASARAN TARGET STRATEGIS 

Uraian  Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan 

1 Terwujudnya 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, tepat 
waktu, dan 
akuntabel. 
  

1. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan mutu 
pelayanan dalam 
penyelesaian perkara 

- Pembinaan dan DDK  
- Meningkatkan proses 

persidangan 
- Optimalisasi penggunaan 

aplikasi SIPP 

2. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

80% 81% 85% 90% 90% Peningkatan mutu 
pelayanan penerimaan 
perkara dan intensitas 
pelaksanaan 
persidangan serta 
penyelesaian perkara 

- Pembinaan dan DDK  
- Meningkatkan proses 

persidangan  
- Optimalisasi penggunaan 

aplikasi SIPP 

3. Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

- - 90% 90% 90% Peningkatan ketepatan 
waktu dalam 
penyelesaian perkara 

- Pembinaan dan DDK  
- Meningkatkan proses 

persidangan  
- Optimalisasi penggunaan 

aplikasi SIPP 
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4. Persentase 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum :  
 - Banding 
 - Kasasi 
 - PK 

- - 99% 99% 99% Peningkatan kualitas 
putusan yang memenuhi 
rasa keadilan 

- Pembinaan dan DDK  
- Optimalisasi penggunaan 

aplikasi SIPP  
- Percepatan penyelesaian 

putusan 

  5. Index responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

- - 75% 75% 75% Peningkatan kualitas 
layanan peradilan pada 
pencari keadilan 

- Koordinasi, evaluasi dan 
pengawasan Perbaikan SOP 

2 Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

1. Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh para 
pihak yang tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan isi putusan 
yang diterima oleh para 
pihak yang tepat waktu 

- Pembinaan dan DDK  
- Peyempurnaan SOP  
- Optimalisasi penggunaan 

aplikasi SIPP 

2. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

- - 10% 10% 10% Peningkatan perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

- Koordinasi, evaluasi dan 
pengawasan Perbaikan 
MOU 

3. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
banding, kasasi dan 
PK yang diajukan 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

- - 100% 100% 100% Peningkatan kualitas 
putusan yang memenuhi 
rasa keadilan 

- Pembinaan dan DDK  
- Optimalisasi penggunaan 

aplikasi SIPP  
- Percepatan penyelesaian 

putusan 
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4. Persentase 
putusan yang 
menarik perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah) 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari sejak 
diputus 

- - 100% 100% 100% Peningkatan mutu 
pelayanan dan informasi 
kepada masyarakat 
secara transparan dan 
akuntabel 

- Pembinaan dan DDK  
- Meningkatkan proses 

persidangan  
- Optimalisasi penggunaan 

aplikasi direktori putusan 
MARI 

3 Meningkatkan mutu 
pelaksanaan 
pembebasan biaya 
perkara, 
penyelesaian 
perkara 
diselesaikan di luar 
gedung pengadilan 
dan pelayanan 
posbakum 

1. Persentase 
perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan 
manajemen 
Peprogradilan Agama 

Bantuan pembebasan biaya 
perkara 

2. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di luar 
gedung pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100% Penyelesaian perkara di luar 
Gedung Peradilan 

3. Persentase 
perkara permohonan 
(Voluntair) identitas 
hukum 

- - 100% 100% 100% - Pembinaan dan DDK 
Meningkatkan proses 
persidangan Optimalisasi 
penggunaan aplikasi SIPP  

4. Persentase 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum (Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% Layanan bantuan hukum di 
lingkungan Peradilan Agama 

4 Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

- - 100% 100% 100% Peningkatan 
peningkatan pelayanan 
permohonan eksekusi 

- Percepatan proses 
pelaksanaan eksekusi 
Koordinasi antar instansi 
terkait 
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B. Rencana Kinerja Tahun 2017  

 
Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan 
Agama Sumenep memuat angka target 
kinerja tahun 2017 untuk seluruh 
indikator kinerja yang ada pada tingkat 
sasaran dan kegiatan.  
Angka target kinerja ini akan menjadi 
komitmen yang harus dicapai dalam 

periode tahun 2017. Selain itu, dokumen 
Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar 
bagi penetapan kesepakatan tentang 
kinerja yang akan diwujudkan oleh 
organisasi (performance agreement) atau 
lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.  

 
RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2017 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

85% 

c. Persentase Penurunan sisa 
perkara 

90% 

d. Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum : 
 Banding 
 Kasasi 
 PK 

99% 

e. Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

75% 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara  

 

a. Persentase Isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat 
waktu 

100% 

b. Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui Mediasi 

10% 

c. Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi 
dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

100% 

d. Persentase putusan yang 
menarik perhatian masyarakat 
(ekonomi syariah ) yang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari sejak diputus 

100% 
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3 Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan  

a. Persentase Perkara Prodeo 
yang diselesaikan 

100% 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

100% 

  c. Persentase Perkara 
Permohonan(Voluntair) Identitas 
Hukum 

90% 

d. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

100% 

4 Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi). 

100% 
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017  

Perjanjian kinerja merupakan 
pelaksanaan peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai 
dengan Peraturan menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian 
Kinerja,  
 

Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu 
atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja 
merupakan dokumen yang berisikan 
penugasan dari pimpinan instansi yang 
lebih tinggi kepada pimpinan instansi 
yang lebih rendah untuk melaksanakan 
program atau kegiatan yang disertai 
dengan indikator kinerja.  

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMENEP 2017 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

85% 

f. Persentase Penurunan sisa 
perkara 

90% 

c. Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum : 
 Banding 
 Kasasi 
 PK 

99% 

d. Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

75% 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara  

 

a. Persentase Isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat 
waktu 

100% 

b. Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui Mediasi 

10% 

c. Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi 
dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

100% 

d. Persentase putusan yang 
menarik perhatian masyarakat 
(ekonomi syariah ) yang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari sejak diputus 

100% 
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3 Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan  

a. Persentase Perkara Prodeo 
yang diselesaikan 

100% 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

100% 

  c. Persentase Perkara 
Permohonan(Voluntair) Identitas 
Hukum 

90% 

d. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

100% 

4 Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi). 

100% 
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BAB III 
Akuntabilitas 

Kinerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Capaian Kinerja Organisasi 
 

Pengukuran tingkat capaian kinerja 
Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2017 
dilakukan dengan cara membandingkan 
antara target dengan realisasi indikator 
masing-masing sasaran strategis. Dari 
hasil pengukuran kinerja diperoleh data 
capaian kinerja Pengadilan Agama 
Sumenep pada tahun 2017 adalah 
sebesar 89%. 
 
Urutan sasaran yang memperoleh 
capaian kinerja dari yang paling tinggi 
hingga terendah adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan (100%) 
2. Meningkatkan mutu pelaksanaan 

pembebasan biaya perkara, 

penyelesaian perkara diselesaikan di 
luar gedung pengadilan dan 
pelayanan posbakum (98,26%)   

3. Terwujudnya penyelesaian perkara 
yang sederhana, tepat waktu, dan 
akuntabel (80,93%)  

4. Peningkatan efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara (76,26%) 

 
Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja 
pada masing-masing indikator sasaran 
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel   
berikut:  
 
 
 
 

 
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2017 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

1. Terwujudnya 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, 
tepat waktu, dan 
akuntabel. 

- Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 

- Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

85% 88,72% 104,38% 

- Persentase 
penurunan sisa 
perkara. 

90% 12,33% -13,71% 

- Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum: 
- Banding 
- Kasasi 

99% 99,65% 100,66% 
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- PK 

- Index responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

75% 85% 

113,33% 

 
 
 
 

Rata-rata Capaian penyelesaian perkara yang 
sederhana, tepat waktu, dan akuntabel 

80,93% 

2. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

- Persentase Isi 
putusan yang 
diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 

- Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% 0,5% 5,03% 

- Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
banding, kasasi dan 
PK yang diajukan 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 

- Persentase putusan 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah ) 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari sejak 
diputus 

100% 100% 100% 

 
 

Rata-rata Capaian efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

76,26% 

 

3. Meningkatkan 
mutu 
pelaksanaan 
pembebasan 
biaya perkara, 
penyelesaian 
perkara 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan dan 
pelayanan 
posbakum 

- Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 

- Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

100% 100% 100% 

- Persentase Perkara 
Permohonan(Volunt
air) Identitas Hukum 

90% 93,04% 93,04% 

- Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 

100% 100% 100% 
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Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

  Rata-rata Capaian mutu pelaksanaan pembebasan 
biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di 
luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum 

98,26% 

 

4. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

- Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 100% 

  Rata-rata Capaian kepatuhan terhadap putusan 
pengadilan 

100 % 
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B. Analisis Capaian Kinerja 
 

1. Sasaran I: Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
 

Sasaran strategis Peningkatan proses 
keadilan yang pasti, transparan dan 
akuntabel merupakan sasaran utama 
dalam rencana strategis Pengadilan 
Agama Sumenep. Sasaran ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan 
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 
peradilan di Pengadilan Agama Sumenep 
dengan mengukur tingkat sisa perkara 
yang diselesaikan 

 
Tabel 3.2. Capaian Sasara I Tahun 2014-2017 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahunan 

2014 2015 2016 2017 

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 100 % 100% 100% 

Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

113,5% 99,36 % 106 % 102,89% 

Persentase penurunan sisa 
perkara 

- - - -13,71% 

Persentase perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

- - - 100,66% 

Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

- - - 113,33% 

Capaian sasaran Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan 
dan akuntabel 

80,93% 

Pada tabel diatas menggambarkan 
capaian sasaran Peningkatan proses 
keadilan yang pasti, transparan dan 
akuntabel pada tahun 2014 sampai 
dengan tahun 2017. Data tersebut 
menunjukkan bahwa pada setiap 
tahunnya, capaian sasaran proses 

keadilan yang pasti, transparan dan 
akuntabel mencapai 81%. Capaian ini 
tidak memenuhi 100% dikarekan ada 
Indikator Persentase penurunan sisa 
perkara yang baru dalam proses keadilan 
yang pasti, transparan dan akuntabel.
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Sasaran I - Indikator 1: Persentase penyelesaian sisa perkara 
 

Indikator persentase sisa perkara yang 
diselesaikan adalah perbandingan sisa 
perkara yang diselesaikan dengan sisa 
perkara yang harus diselesaikan. Pada 
tahun 2017, realisasi penyelesaian sisa 
perkara mencapai target 100%. 

Adanya sisa perkara pada tahun 
sebelumnya sering disebabkan karena 
perkara yang masuk pada akhir tahun, 
perkara yang Termohon/Tergugat di 
Ghoibkan dan para pihak diluar wilayah 
yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep , 
dan tidak dapat diselesaikan pada tahun 
berjalan. 

Jumlah Sisa Perkara yang belum diputus 
pada tahun 2016 sebanyak 227 perkara, 
dan seluruh sisa perkara tersebut dapat 

diselesaikan pada tahun 2017. Sehingga 
tidak menjadi tunggakan lagi pada tahun 
2018. 

Grafik 3.1 Sisa perkara yang diselesaikan 

Tabel 3.3. Sisa perkara yang diselesaikan 

Tahun 
Sisa perkara 
yang harus 

diselesaikan 

Sisa perkara 
yang harus 
diselesaikan 

Realisasi  Target  Capaian  

2017 227 227 100% 100% 100% 

2016 270 270 100% 100% 100% 

2015 286 286 100% 100% 100% 

2014 292 292 100% 100% 100% 

Pada Tabel diatas menunjukkan realisasi 
penyelesaian sisa perkara pada tahun 
2017 dan tahun-tahun sebelumnya selalu 
mencapai target 100%.   

Hal ini menggambarkan konsistensi 
kinerja Pengadilan Agama Sumenep 
yang selalu menyelesaikan sisa perkara 
tahun sebelumnya, sehingga tidak 
menjadi tunggakan perkara ditahun 
berikunya.   

  

100%

100%

100%

0% 50% 100% 150%

Capaian Realisasi Target
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Sasaran I: - Indikator II Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 
 
 
Indikator Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu adalah 
perbandingan perkara yang telah 
diselesaikan dengan perkara yang harus 
diselesaikan (sisa perkara tahun 
sebelunya ditambah perkara yang masuk 
pada tahun berjalan). 
 
Pada tahun 2017, realisasi penyelesaian 
perkara jauh melebihi target yang telah 
ditetapkan, yaitu memperoleh capaian 
sebesar 105,79%  
 
Kondisi ini menunjukkan produktifitas 
penyelesaian perkara di Pengadilan 
Agama Sumenep pada tahun 2017 telah 
melebihi dari target. 

Grafik 3.2 Perkara yang diselesaikan tepat 
waktu 

 
 
 

Tabel 3.4. Perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Tahun 

Sisa 
tahun 

sebelum
nya 

Perkara 
Yang 

Diterima 

Jumlah 
perkara 

yang 
harus 

diselesai
kan 

Perkara 
yang 

diselesai
kan 

Realisasi Target Capaian 

2017 227 2.033 2.260 2.005 88,72% 85% 104,38% 

2016 270 2.012 2.282 2.055 90,05% 85% 106% 

2015 286 1.738 2.024 1.754 84,46% 85% 99,36% 

2014 292 1.978 2.270 1.984 76,40% 77% 113,5% 

 
Secara umum, rata-rata capaian 
persentase penyelesaian perkara 
sepanjang tahun 2014 sampai dengan 
tahun 2017 sesuai data pada Tabel diatas 
secara berturut-turut adalah 113,5%; 
99,36%; 106%, dan 104,38%.  Angka ini 
menunjukkan bahwa produktifitas 

penyelesaian perkara di Pengadilan 
Agama Sumenep dari tahun ke tahun ada 
peningkatan, meskipun pada tahun 2017 
mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnaya 
 

. Grafik 3.3 Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2014-2017 
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Peningkatan produktifitas penyelesaian 
perkara tidak terlepas dari kebijakan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan Standar Operasional 

Prosedur penyelesaian perkara yang 
mengatur bahwa penyelesaian 
perkara di tingkat pertama adalah 5 
(lima) bulan sejak perkara masuk 
hingga perkara minutasi.  

2. Pemanfaatan teknologi informasi 
dalam proses percepatan 
penyelesaian perkara, sejak perkara 
masuk hingga perkara putus, melalui 
aplikasi Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP).  

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
penyelesaian perkara secara rutin 
dan berkala, melalui rapat bulanan. 
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Sasaran I: - Indikator III Persentase penurunan sisa perkara 
 

 
Indikator Persentase penurunan sisa 
perkara adalah perbandinagn sisa 
perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa 
tahun berjalan dengan sisa perkara tahun 
sebelumnya. 
 
Pada tahun 2017, realisasi penurunan 
sisa perkara tidak memenuhi target yang 
telah ditetapkan, yaitu memperoleh 
capaian sebesar -13,71% 
 
 
 

 

Grafik 3.4 Penurunan sisa perkara 

 

 

Tabel 3.5. Penurunan sisa perkara 

Tahun 
Sisa tahun 

sebelumnya 
Sisa perkara tahun 

berjalan 
Realisasi Target Capaian 

2017 227 255 -12,33% 90% -13,71% 

2016 270 227 15,93% - - 

2015 286 270 5,59% - - 

2014 292 286 2,05% - - 

 
Penurunan sisa perkara ini tidak 
memenuhi target karena jumlah perkara 
yang diterima setiap tahun berbeda selain 
itu juga jenis dan bobot perkara juga 
berbeda, sehingga akan berpengaruh 
terhadap proses dimana 
penyelesaiannya menjadi tidak cepat 
waktunya.  

Dari uraian tersebut untuk mengurangi 
sisa perkara di tahun mendatang maka 
yang dilakukan oleh Pengadilan Agama 
Sumenep adalah evaluasi secara berkala 
terhadap penyelesaian perkara dengan 
demikian sisa perkara dapat terpantau 
lebih baik lagi  
 

.  
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Sasaran I: - Indikator IV Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 
Banding, Kasasi, dan PK 

 
 
Indikator Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: Banding, 
Kasasi, dan PK adalah perbandinagn 
jumlah perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum dengan jumlah putusan 
perkara. 
 
Realisasi indikator perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: Banding, 
Kasasi, dan PK telah melebihi target, 
yaitu memperoleh capaian sebesar 
100,66% 
 

Grafik 3.5 Perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum: Banding 

 
 

 
Tabel 3.6.  Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi, dan PK  

Tahun 
Perkara yang tidak 
mengajukan upaya 

hukum 

Perkara Putus 
tahun berjalan 

Realisasi Target Capaian 

2017 1.998 2.005 99,65% 99% 100,66% 

2016 2.047 2.055 99,61% - - 

2015 1.744 1.754 99,43% - - 

2014 1.979 1.984 99,75% - - 

Realisasi indikator ini pada tahun 2017 
melebihi target, dengan capaian yang 
diperoleh sebesar 100,66%. Realisasi 
perkara yang tidak mengajukan upaya 
hukum Banding, kasasi maupun PK, yang 
artinya hanya 0,35% perkara yang putus 
tingkat pertama yang mengajukan upaya 
hukum.  
 
Capaian ini menunjukkan peningkatan 
yang cukup tajam terhadap upaya pencari 
keadilan untuk tidak melakukan upaya 
hokum banding, kasasi dan PK. Indikator 
ini merupakan pertama pada tahun 2017 
yang mana tidak diuraikan pada tahun 
sebelumnya.   
 
Peningkatan capaian persentase perkara 
yang tidak mengajukan upaya hukum 
banding, kasasi, maupun peninjauan 
kembali pada tahun 2017, dapat 

menunjukkan adanya peningkatan 
kepercayaan masyarakat terhadap 
putusan pengadilan. 
 
Namun kondisi menyebabkan 
masyarakat para pencari keadilan dan 
pengguna pengadilan sehingga tidak 
melakukan upaya hukum banding, kasasi, 
ataupun peninjauan kembali dapat juga 
disebabkan karena  kesulitan dalam hal 
lamanya proses berperkara sehingga 
berdampak pada biaya penyelesaian 
perkara di pengadilan sulit diprediksi dan 
minimnya kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga peradilan, serta 
kurangnya pemahaman mengenai 
prosedur untuk melakukan upaya hukum 
banding, kasasi, ataupun peninjauan 
kembali. 
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Sasaran I: Indikator V Index responden pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

 
Indikator kinerja Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap layanan 
peradilan adalah index kepuasan pencari 
keadilan sesuai PERMENPAN Nomor 
KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 
Februari 2004 Tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah sesuai Peraturan Menteri 
PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Survey Kepuasan 
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik. 
 
Realisasi Indikator ini pada tahun 2017 
telah memenuhi target, sehingga capaian 
indikator ini adalah sebesar 113,33 % 

 
Grafik 3.6 Index responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan peradilan 

 
 

Tabel 3.7. . Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  

Tahun 
Jumlah 

Responden 
Inteprasi 

Responden 
Realisasi Target Capaian 

2017 200 170 85% 75% 113,33% 

2016 - - - - - 

2015 - - - - - 

2014 - - - - - 

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama 
Sumenep telah melaksanakan survey 
kepuasa masyarakat pengguna layanan 
peradilan. Survei ini bertujuan untuk 
mengukur kepuasan masyarakat sebagai 
pengguna layanan dan meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan pelayanan 
publik.  
 
Data pada tabel menunjukkan, kepuasan 
responden tersebut sebesar 85%, dengan 

kata lain realisasi persentase responden 
yang puas terhadap pelayanan peradilan 
sebesar 75%. Realisasi ini melebihi target 
yang telah ditetapkan yang diperoleh 
sebesar 113,33%. 
 
Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan 
masyarakat pencari keadilan terhadap 
pelayanan yang diberikan Pengadilan 
Agama Sumenep. 
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2. Sasaran II: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 
 

 
Sasaran Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan Penyelesaian Perkara 
dimaksudkan untuk menggambarkan 
efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan 
Agama Sumenep dalam memberikan 
pelayanan peradilan kepada masyarakat, 
dengan mengukur isi putusan yang 
diterima oleh para pihak yang tepat 

waktu, perkara yang diselesaikan melalui 
mediasi, berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap dan tepat waktu, 
serta putusan yang menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 
diakses secara online dalam waktu 1 hari 
sejak diputus. 

Tabel 3.8.  Sasaran II: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara  

Indikator Kinerja 
Capaian Tahunan 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat waktu 100% 100 % 100% 100% 

Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui Mediasi - - - 5,03% 

Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi dan 
PK yang diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu 

- - - 100% 

Persentase putusan yang menarik 
perhatian masyarakat (ekonomi 
syariah) yang dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

- - - 100% 

Capaian sasaran Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan dan 
akuntabel 

76,26% 

 
Pada tabel diatas menunjukkan sasaran 
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara rata-rata mencapai 
100%, hanya Perkara yang Diselesaikan 

melalui Mediasi yang mencapai 5,03% 
dikarenakan setiap para pihak sudah tetap 
pada pokok perkaranya meski sudah 
dimediasi oleh mediator dan diberi 
nasehat oleh majelis Hakim.
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Sasaran II: - Indikator I Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang 
tepat waktu  

 
Indikator Persentase Isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat waktu 
adalah perbandingan Jumlah isi Putusan 
yang diterima dengan jumlah putusan. 
Realisasi indikator Isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat waktu, yaitu 
memperoleh capaian sebesar 100%. 
 
 
 
 
 

Grafik 3.7 Isi putusan yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

 
 

Tabel 3.9.  Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu  

Tahun 
Jumlah Perkara 

Putus  

Isi putusan 
yang diterima 

para pihak 
Realisasi Target Capaian 

2017 2.005 2.005 100% 100% 100% 

2016 2.055 2.055 100% 100% 100% 

2015 1.754 1.754 100% 100% 100% 

2014 1.984 1.984 100% 100% 100% 

 
 
Pada Tabel diatas menunjukkan realisasi 
Isi putusan yang diterima oleh para pihak 
pada tahun 2017 dan tahun-tahun 
sebelumnya selalu mencapai target 
100%.   
 
Hal ini menggambarkan konsistensi 
kinerja Pengadilan Agama Sumenep 
yang selalu menyampaikan isi putusan 
tepat waktu, sehingga tidak menjadi 
tunggakan pada tahun berikunya. 
 

Konsitensi  kinerja tersebut  tidak terlepas 
dari kebijakan sebagai berikut: 
1. Penerapan Standar Operasional 

Prosedur penyampaian isi putusan.  
2. Pemanfaatan teknologi informasi 

dalam proses percepatan pembuatan 
putusan, sejak perkara masuk hingga 
perkara putus, melalui aplikasi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 
(SIPP).  

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
penyelesaian perkara secara rutin 
dan berkala, melalui rapat bulanan. 
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Sasaran II: - Indikator II Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 
 

Indikator perkara yang diselesaikan 
melalui mediasi adalah perbandingan 
perkara yang diselesaikan melalui 
Mediasi dengan perkara yang dilakukan 
mediasi. 
 
Realisasi indikator perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi, yaitu 
memperoleh capaian sebesar 5,03% 
 
 
 
 
 

Grafik 3.8 Perkara yang diselesaikan melalui 
mediasi 

 

 

 
Tabel 3.10.  Perkara yang diselesaikan melalui mediasi  

Tahun 
Jumlah Perkara 
yang dimediasi 

perkara yang 
diselesaikan 

melalui 
mediasi 

Realisasi Target Capaian 

2017 199 1 0,5% 10% 5,03% 

2016 - - - - - 

2015 - - - - - 

2014 - - - - - 

Realisasi indikator ini pada tahun 2017 
tidak memenuhi target yang telah 
ditetapkan, dengan capaian yang 
diperoleh sebesar 5,03%.  

Capaian ini tidak tercapai karena para 
pihak yang dimediasi telah bersikukuh 
terhadap pokok perkara yang telah 
diajukan ke Pengadilan Agama Sumenep.   
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Sasaran II: - Indikator III Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, 
kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

 
Indikator perkara yang dimohonkan 
banding, kasasi dan PK yang diajukan 
secara lengkap dan tepat waktu adalah 
perbandingan berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi dan PK 
secara lengkap dengan perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi dan PK. 
 
Realisasi indikator perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi, yaitu 
memperoleh capaian sebesar 100% 
 

Grafik 3.9 perkara yang dimohonkan 
banding, kasasi dan PK yang diajukan 

secara lengkap dan tepat waktu 

 
 
Tabel 3.11.  Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap 

dan tepat waktu  

Tahun 
Jumlah Perkara 

yang Mengajukan 
Upaya Hukum 

berkas perkara 
yang 

dimohonkan 
banding, 

kasasi dan PK 
secara 

Realisasi Target Capaian 

2017 7 7 100% 100% 100% 

2016 8 8 - - - 

2015 10 10 - - - 

2014 5 5 - - - 

Jumlah berkas yang diajukan upaya 
hukum pada tahun 2017 sebanyak 7 
berkas, dan seluruh berkas tersebut 
disampaikan lengkap. Dengan demikian 
capaian indikator ini mencapai target 
100% 
 
Capaian tersebut diperoleh karena berkas 
perkara yang diajukan oleh Pengadilan 
Agama Sumenep selama ini telah 

disampaikan secara lengkap sehingga 
tidak ada berkas perkara yang harus 
dikembalikan ke Pengadilan Agama 
Sumenep yang mengirim berkas tersebut 
dan hal ini dapat mempercepat proses 
penyelesaian perkara di tingkat banding. 
Hal ini menunjukkan efektifitas 
Pengadilan Agama Sumenep dalam hal 
tertib administrasi.dan menjalankan 
sesuai SOP yang ada. 
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Sasaran II: - Indikator IV Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat 
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak 

diputus 
 

Indikator putusan yang menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 
diakses secara online dalam waktu 1 hari 
sejak diputus adalah amar putusan 
perkara ekonomi syariah yang diupload 
dalam website dengan jumlah putusan 
perkara ekonomi syariah. 
 
Realisasi indikator perkara putusan yang 
menarik perhatian masyarakat (ekonomi 
syariah) yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari sejak diputus, yaitu 
memperoleh capaian sebesar 100%. 
 
 

Grafik 3.10 Putusan yang menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 
diakses secara online dalam waktu 1 hari 

sejak diputus 

 
  

 
Tabel 3.12.  Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus 

Tahun 
Jumlah putusan 
perkara ekonomi 

syariah 

Amar putusan 
perkara 
ekonomi 

syariah yang 
diupload 

dalam website 

Realisasi Target Capaian 

2017 0 0 100% 100% 100% 

2016 0 0 - - - 

2015 0 0 - - - 

2014 0 0 - - - 

Dari Tabel di atas bias dilihat bahwa pada 
tahun 2017 tidak ada pengajuan perkara 

Ekonomi Syariah pada Pengadilan 
Agama Sumenep 
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3. Sasaran III: Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, 
penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan 

posbakum 
 
Sasaran Peningkatan mutu pelaksanaan 
pembebasan biaya perkara, 
penyelesaian perkara diselesaikan di luar 
gedung pengadilan dan pelayanan 
posbakum upaya Pengadilan Agama 
Sumenep dalam memberikan pelayanan 
peradilan kepada masyarakat miskin dan 
terpinggirkan, dengan mengukur perkara 

prodeo yang diselesaikan, perkara yang 
diselesaikan di luar gedung pengadilan, 
Persentase perkara permohonan 
(Voluntair) identitas hukum, serta 
Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan bantuan 
hukum (Posbakum).  

 
Tabel 3.13. Sasaran III Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, 

penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum 

Indikator Kinerja 
Capaian Tahunan 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 

Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 

Persentase Perkara 
Permohonan(Voluntair) Identitas 
Hukum 

- - - 93,04% 

Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

- - - 100% 

Capaian sasaran Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan dan 
akuntabel 

98,26% 

 
Dari data diatas bias dilihat bahwa semua 
Indikator mencapai 100% kecuali Perkara 
Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum 

disebakan ada pengajuan di akhir tahun 
hingga tidak mungkin diselesaikan pada 
tahun 2017. 
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Sasaran III: Indikator I Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
 
 

Indikator perkara prodeo yang 
diselesaikan adalah perbandinagn 
perkara Prodeo yang diselesaikan 
dengan jumlah perkara prodeo. 
 
Capaian indikator ini pada tahun 2017 
adalah 100% dan sesuai dengan target 
100%  
 
 
 
 
 

Grafik 3.11 Perkara prodeo yang 
diselesaikan 

 
 

 
Tabel 3.14.  Perkara prodeo yang diselesaikan 

Tahun 
Jumlah perkara 

prodeo 

Perkara 
prodeo yang 

telah 
diselesaikan 

Realisasi Target Capaian 

2017 35 35 100% 100% 100% 

2016 45 45 100% 100% 100% 

2015 45 45 100% 100% 100% 

2014 30 30 100% 100% 100% 

Jumlah perkara prodeo yang telah 
diterima pada tahun 2017 sebanyak 35 
perkara dan telah diselesaikan semua, 
sehingga Indikator ini telah mencapai 
100%. 
 
Sesuai data yang diatas capaian indikator 
ini setiap tahunnya selalu mencapai target 

100%, capaian tersebut diperoleh karena 
perkara prodeo yang diteri awal sampai 
pertengahan tahun, sehingga pada akhir 
tahun tidak ada tunggakan perkara 
prodoe yang belum diselesaikan. Hal ini 
menunjukkan efektifitas Pengadilan 
Agama Sumenep dan dijalankan sesuai 
SOP yang ada. 

  

100%

100%

100%

0% 50% 100% 150%

Capaian Realisasi Target



LKjIP 2017 
PENGADILAN AGAMA  

SUMENEP  
 

40 
 

Sasaran III: Indikator II Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung 
pengadilan 

 
Indikator perkara perkara yang 
diselesaikan di luar gedung pengadilan 
adalah perbandingan perkara Prodeo 
yang diselesaikanyang diselesaikan 
diluar gedung Pengadilan dengan jumlah 
perkara yang harus diselesaikan diluar 
gedung pengadilan. 
 
Pada tahun 2017 Capaian indikator ini 
telah memenuhi target 100% dan sesuai 
dengan target 100% 
 
 
 

 
Grafik 3.12 Perkara perkara yang 

diselesaikan di luar gedung pengadilan 

 
 

 
Tabel 3.15. Perkara perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan  

Tahun 

Jumlah perkara 
yang harus 

diselesaikan diluar 
gedung 

Jumlah 
perkara yang 
diselesaikan 

diluar gedung 

Realisasi Target Capaian 

2017 400 400 100% 100% 100% 

2016 400 400 100% 100% 100% 

2015 400 400 100% 100% 100% 

2014 400 400 100% 100% 100% 

Pada data diatas menunjukkan bahwa 
pada tahun 2017 perkara yang 
diselesaikan diluar pengadilan telah 
mencapai target. Begitupun pada tahun-
tahun sebelumnya. 

Hal ini menunjukkan efektifitas 
Pengadilan Agama Sumenep dan 
dijalankan sesuai SOP yang ada.
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Sasaran III: Indikator III Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas 
hokum 

 
 

Indikator perkara permohonan (Voluntair) 
identitas hokum adalah perbandingan 
perkara Voluntair identitas hokum yang 
diselesaikan dengan perkara Voluntair 
identitas hokum yang diajukan. 

 
Pada tahun 2017 Capaian indikator ini 
tidak memenuhi target 100% akan tetapi 
mencapai 93,04% 
 
 
 
 
 

 
Grafik 3.13 Perkara permohonan (Voluntair) 

identitas hokum 

 
 

 
Tabel 3.16.  Perkara permohonan (Voluntair) identitas hokum 

Tahun 
Voluntair identitas 

hokum yang 
diajukan 

perkara 
Voluntair 
identitas 

hokum yang 
diselesaikan 

Realisasi Target Capaian 

2017 560 521 93,04% 100% 93,04% 

2016 588 542 92,18% - - 

2015 230 211 91,74% - - 

2014 427 406 95,08% - - 

Pada data diatas menunjukkan bahwa 
pada tahun 2017 perkara Voluntair 
identitas hokum yang diajukan sebanyak 
560 dan diselesaikan sebanyak 521 

perkara.  Indikator ini tidak dapat 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
dikarenakan Indikator baru. 
 

 

Sasaran III: Indikator IV Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 

 
Indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 
(Posbakum) adalah perbandingan pencari keadilan dengan golongan tertentu yang 
mendapatkan layanan bantuan hukum dengan pencari keadilan dengan golongan tertentu. 
Namun pada tahun 2017 tidak ada alokasi anggaran untuk itu. 
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Sasaran IV Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 
Sasaran peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dimaksudkan untuk 
menggambarkan kepatuhan bagi masyarakat pencari keadilan dengan putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 

.  
Sasaran IV Indikator I Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 
 

Indikator putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 
perbandingan Putusan perkara yang 
ditindak lanjuti dengan Putusan perkara 
yang sudah BHT. 
pada tahun 2017 Capaian indikator ini 
telah target 100%. 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 3.14 Perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 
 

Tabel 3.17. Indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

Tahun Putusan 
Perkara yang 
sudah BHT 

Putusan Perkara 
yang sudah ditindak 
lanjuti 

Realisasi  Target  Capaian  

2017 1.621 1.621 100% 100% 100% 

 
Pada data diatas menunjukkan bahwa 
pada tahun 2017 perkara yang 
ditindaklanjuti 1.621 dan diselesaikan 

sebanyak 1.621 perkara.  Indikator ini 
tidak dapat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya dikarenakan Indikator baru

. 

100%

100%

100%

0% 50% 100% 150%

Capaian Realisasi Target
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C. REALISASI ANGGARAN 
 

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama 
Sumenep mendapatkan total alokasi 
anggaran sebesar Rp. 4.038.024.000, - 
(empat milyar tiga puluh delapan juta dua 
puluh empat ribu rupiah), dengan rincian 
Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) 
sebagai berikut: 
1. DIPA (01) Badan Urusan 

Administrasi: 
Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 
3.982.524.000, - (tiga miliar Sembilan 
ratus delapan puluh dua juta lima 
ratus dua puluh empat ribu rupiah), 
yang meliputi:  
a. Belanja Pegawai: 

Belanja pegawai meliputi belanja 
pegawai mengikat dan tidak 
mengikat yang penggunaannya 
antara lain untuk gaji dan 
tunjangan, honorarium dan 
lembur. Honorarium yang 
berkaitan dengan belanja modal 
tidak termasuk dalam belanja 
pegawai. Jumlah Belanja Pegawai 
Tahun 2017 sebesar Rp. 
2.649.740.000, - (Dua milyar 

enam ratus empat puluh sembilan 
juta tujuh ratus empat puluh ribu 
rupiah). 

b. Belanja Barang 
Belanja barang yaitu pengeluaran 
untuk pembelian barang dan jasa 
yang habis pakai dalam kurun 
waktu satu tahun anggaran 
termasuk didalamnya 
pemeliharaan dan perjalanan. 
Jumlah Belanja Barang Tahun 
2017 sebesar Rp. 994.584.000, - 
(Sembilan ratus sembilan puluh 
empat juta lima ratus delapan 
puluh empat ribu rupiah). 

c. Belanja Modal 
Belanja modal adalah 
pengeluaran yang dilakukan 
dalam rangka pembentukan 
modal yang sifatnya menambah 
aset tetap atau aset lainnya. 
Jumlah belanja modal tahun 2017 
sebesar Rp. 338.200.000, - (tiga 
ratus tiga puluh delapan juta dua 
ratus ribu rupiah). 

 
 

Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2017 

Jenis Belanja Pagu Rp. 
Realisasi 

Rp. 
Sisa Rp. 

Capaian 
% 

Belanja Pegawai 2.649.740.000 2.570.869.111 78.870.889 97,02 
Belanja Barang 994.584.000 973.847.011 20.736.989 97,91 
Belanja Modal 338.200.000 336.840.500 1.359.500 99,59 
Total 3.982.524.000 3.881.556.622 100.967.378 97,46 

 
Grafik 3.15. Capaian Realisasi DIPA (01) Tahun 2017  
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Tabel 3.19. . Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi 

NO. 
KODE 
AKUN 

URAIAN PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

I 51 
Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan 

Rp. 2.649.740.000 Rp. 2.568.454.071 96,93 

1 511111 Belanja Pokok PNS Rp. 998.616.000 Rp. 998.615.100 100,00 

2 511119 
Belanja Pembuatan 
Gaji PNS 

Rp. 16.000 Rp. 8.507 53,16 

3 511121 
Belanja 
Tunj.Suami/Istri 

Rp. 79.257.000 Rp. 79.256.200 100,00 

4 511122 
Belanja Tunj.Anak 
PNS 

Rp. 28.949.000 Rp. 28.948.286 100,00 

5 511123 
Belanja 
Tunja.Struktural PNS 

Rp. 33.800.000 Rp. 33.800.000 100,00 

6 511124 
Belanja 
Tunj.Fungsional PNS 

Rp. 1.109.330.000 Rp. 1.084.435.000 97,76 

7 511125 Belanja Tunj.pph PNS Rp. 140.455.000 Rp. 131.812.698 93,85 

8 511126 
Belanja Tunj.Beras 
PNS 

Rp. 63.257.000 Rp. 56.777.280 89,76 

9 511129 
Belanja Uang Makan 
PNS 

Rp. 191.664.000 Rp. 152.476.000 79,55 

10 511151 
Belanja Tunj.Umum 
PNS 

Rp. 4.396.000 Rp. 2.325.000 52,89 

Total Belanja Pegawai Rp. 2.649.740.000 Rp. 2.568.454.071 96,93 

 
Tabel 3.20. . Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi 

NO. 
KODE 
AKUN URAIAN PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

I 52 Belanja Barang Rp. 100.964.000 Rp. 100.964.000 100,00 
1 521119 Belanja Barang 

Operasional Lainnya Rp. 7.950.000 Rp. 7.950.000 100,00 

2 521211 Belanja Bahan Rp. 2.974.000 Rp. 2.974.000 100,00 

3 521219 Belanja Barang Non 
Operasional Lainnya Rp. 22.600.000 Rp. 22.600.000 100,00 

4 524111 Belanja Perjalanan 
Biasa 

Rp. 67.440.000 Rp. 67.440.000 100,00 

II 52 Penyelenggaraan 
Operasional dan 
Pemeliharaan 
Perkantoran 

Rp. 893.620.000 Rp. 878.537.986 98,31 

1 521111 Belanja Keperluan 
Perkantoran 

Rp. 389.600.000 Rp. 383.236.199 98,37 

2 521114 Belanja Pengirimin 
Surat Dinas Pos 
Pusat 

Rp. 11.000.000 Rp. 10.093.400 91,76 

3 521115 Belanja Honorer 
Operasional Satuan 
Kerja 

Rp. 28.800.000 Rp. 28.800.000 100,00 

4 521119 Belanja Barang 
Operasional Lainnya Rp. 12.030.000 Rp. 11.250.000 93,52 

5 521811 Belanja Barang 
Persediaan Barang 
Konsumsi 

Rp. 29.754.000 Rp. 29.754.000 100,00 

6 522111  Belanja Langganan 
Listrik 

Rp. 57.000.000 Rp. 54.121.377 94,94 
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7 522112 Belanja Langganan 
Telpon 

Rp. 3.600.000 Rp. 2.660.640 73,90 

8 522111 Belanja Langganan 
Air 

Rp. 9.600.000 Rp. 7.821.570 81,47 

9 523111 Belanja Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan 

Rp. 151.661.000 Rp. 151.158.000 99,66 

10 523119 Belanja Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan lainya 

Rp. 52.255.000 Rp. 52.000.000 99,51 

13 523121 Belanja Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Rp. 148.320.000 Rp. 147.642.800 99,54 

Total Belanja Barang Rp. 994.584.000 Rp. 1.531.433.070 96,73 

 
Tabel 3.21. . Realisasi Belanja Modal DIPA (01) Badan Urusan Administrasi 

NO. 
KODE 
AKUN URAIAN PAGU(Rp.) REALISASI (Rp.) % 

I 53 Belanja Modal Rp. 338.200.000 Rp. 336.840.500 99,73 
 532111 Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 
Rp. 140.000.000 Rp. 139.615.500 99,50 

 533111 Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

Rp. 193.200.000 Rp. 192.225.000 
99,95 

 536111 Belanja Modal 
Lainnya 

Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 
100,00 

Total Belanja Modal Rp. 338.200.000 Rp. 336.840.500 99,60 

 
2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama 

Anggaran DIPA (04) berupa Belanja 
Barang sebesar Rp. 55.500.000, - 
(Lima puluh lima juta lima ratus ribu 
rupiah). Belanja barang pada DIPA 
(04) Badan Peradilan Agama 

ditujukan untuk menunjang kegiatan 
operasional persidangan peradilan, 
dan meningkatkan kualitas aparatur 
teknis peradilan dengan 
menyelenggarakan Bimbingan Teknis 
Administrasi Peradilan Umum. 

 
Tabel 3.22. . Realisasi Anggaran DIPA (04) Badilag Tahun 2017 

JENIS BELANJA 
PAGU 
(Rp.) 

REALISASI 
(Rp.) 

Capaian 
% 

Belanja Barang Rp. 55.500.000 Rp. 55.500.000 100,00 

Total Rp. 55.500.000 Rp. 55.500.000 100,00 

 
Grafik 3.16. Realisasi Anggaran DIPA (04) 
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel 3.23. Realisasi Belanja Barang DIPA (04) Badan Peradilan Agama 

NO. 
KODE 
AKUN URAIAN 

PAGU 
(Rp.) 

REALISASI 
(Rp.) % 

1 521219 
Belanja Barang Non 
Operasional Lainnya Rp. 10.500.000 Rp. 10.500.000 100,00 

2 524113 
Belanja Perjalanan 
Dinas Dalam Kota Rp. 45.000.000 Rp. 45.000.000 100,00 

Total Belanja Barang Rp. 55.500.000 Rp. 55.500.000 100,00 

DIPA (01) digunakan untuk 
melaksanakan 2 (dua) program kerja 
yaitu: 
1. (005.01.01) Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis lainnya Mahkamah Agung 
dan; 

2. (005.01.02) Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur 
Mahkamah Agung, sedangkan DIPA 
(04) digunakan untuk melaksanakan 1 
(satu) program kerja yaitu: 
(005.04.08) Program Peningkatan 
Manajemen Peradilan Agama 

 
 

Tabel 3.24. . Realisasi Anggaran Per Program tahun 2017 

No Jenis Belanja 
Pagu 
Rp. 

Realisasi 
Rp. 

Sisa 
Rp. 

Capaian 
% 

1 
Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
lainnya Mahkamah Agung 

3.644.324.000 3.547.956.057 96.368.079 97,36 

2 
Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 
Mahkamah Agung 

338.200.000 336.840.500 1.359.500 99,60 

3 
Program Peningkatan 
manajemen peradilan Agama 

55.500.000 55.500.000 0 100,00 

 
Grafik 3.17. Realisasi Anggaran 2017 Per Program 
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BAB IV 
Penutup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

A. Kesimpulan  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKjIP) Pengadilan Agama Sumenep 
Tahun 2017 menyajikan berbagai 
keberhasilan maupun kendala dalam 
mencapai sasaran strategis Pengadilan 
Agama Sumenep tahun 2017 dan 
dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya yang tercermin pada 
capaian indikator kinerja masing-masing 
sasaran strategis.  
  
Secara umum capaian sasaran strategis 
pada tahun 2017 ini menunjukkan 
peningkatan yang cukup baik namun ada 
juga indikator yang belum mencapai 
target yang diharapkan dikarenakan 
adanya indikator baru yang belum 
memenuhi target yang telah ditetapkan. 
   
Dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan 
dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, 
sebanyak 1 (satu) sasaran capaiannya 
meningkatnya kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 100% dan Sebanyak 
3 (tiga) sasaran capaiannya dibawah 
100% yaitu:  
1. Terwujudnya penyelesaian perkara 

yang sederhana, tepat waktu, dan 
akuntabel. (80,93%) 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara (76,26%) 

3. Meningkatkan mutu pelaksanaan 
pembebasan biaya perkara, 
penyelesaian perkara diselesaikan di 
luar gedung pengadilan dan 
pelayanan posbakum (98,26) 

 
Persentase capaian sasaran tersebut 
menunjukkan bahwa secara umum 
selama tahun 2017 pelaksanaan tugas 
Pengadilan Agama Sumenep masih 
dibawah 100% dikarenakan adanya 
indicator baru yang belum memenuhi 
target yang telah ditetapkan. 
 
Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek 
yang telah dilaksanakan berkaitan 
dengan pengelolaan administrasi 
perkara, administrasi umum, dan dalam 
hal pembinaan dan pengawasan. Namun 
demikian masih dijumpai permasalahan 
dan kendala yang berhubungan dengan 
kebijakan, permasalahan sumber daya 
manusia, permasalahan dalam fungsi 
pengawasan, dan ketersediaan sarana 
prasarana sebagai faktor penunjang.  

 

B. Rekomendasi  
Kendala dan permasalahan yang 
menyebabkan tidak tercapainya 
sasaran tersebut agar menjadi fokus 
perbaikan kinerja di tahun mendatang.   
 
Untuk mengatasi kendala dan 
permasalahannya, Pengadilan Agama 

Sumenep dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya harus terus berupaya 
meningkatkan koordinasi dan 
kerjasama secara keseluruhan oleh 
segenap komponen aparatur peradilan, 
masyarakat, dan civil society sebagai 
bahan integral dari pengadilan.   
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Upaya koordinasi dan kerjasama itu 
penting mengingat keberhasilan 
capaian kinerja secara keseluruhan 
sangat ditentukan oleh komitmen, 
keterlibatan, dan dukungan aktif 

berbagai pihak dalam penyelenggaraan 
sistem pemerintahan yang berorientasi 
pada hasil, berbasis kinerja, dan 
bertujuan melayani berbagai kalangan 
masyarakat pencari keadilan.     
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN I 
STRUKTUR ORGANISASI 



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUEMENEP (Perma No. 7Tahun 2015) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN II 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 



 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUMENEP 

NO 
KINERJA 
UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN   

PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

1 Meningkatnya 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, 
tepat waktu, 
transparan 
dan 
akuntabel 

Prosentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan   

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan   

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan   

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun 
berjalan 

  

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah perkara yang ada   

Persentase penurunan 
sisa perkara 

Tn.1-Tn   

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 
 

 X 100% 

Tn.1    
Tn = Sisa perkara tahun berjalan                                                    
Tn.1 =sisa perkara tahun sebelumnya 

  

Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum :                                            
• Banding 
• Kasasi 
• PK 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 
hukum 

  

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 
  
 

X 100% 

Jumlah putusan perkara   



Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

Index Kepuasan Pencari Keadilan Panitera 

Laporan 
Semester dan 

Laporan 
Tahunan. 

2 Meningkatnya 
Efektivitas 

Pengelolaan 
Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Isi putusan 
yang diterima oleh 
para pihak tepat waktu 

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu   

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah Putusan     

Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
melalui Mediasi 

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui 
Mediasi 

  

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi   

Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan Banding, 
Kasasi dan PK yang 
diajukan secara 
lengkap dan tepat 
waktu 

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan 
banding, Kasasi dan PK secara lengkap 

  

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya 

hukum 
  

Persentase putusan  
yang menarik 
perhatian masyarakat 
(ekonomi syariah ) 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari sejak 
diputus 

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah 
yang di upload dalam website 

  

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah putusan perkara   

3 Meningkatnya 
Akses 

Peradilan 
bagi 

Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan 

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan   
Dirjen  Badilag 
dan Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah perkara prodeo   



Masyarakat 
Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar 
Gedung Pengadilan 

  

Dirjen  Badilag 
dan Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan 

di luar gedung pengadilan 
  

Persentase Perkara 
Permohonan(Voluntair) 
Identitas Hukum 

Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang 
diselesaikan 

  

Ketua 
Pengadilan 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum 

yang diajukan 
  

Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 
yang mendapatkan layanan bantuan Hukum 

  

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu 
yang mendapatkan layanan bantuan Hukum 

  

4 Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti   

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan. 

 

X 100% 
Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN III 
RENCANA KINERJA TAHUN 2017 



RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Pengadilan Agama Sumenep 

Tahun Anggaran 2017 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

85% 

c. Persentase Penurunan sisa perkara 90% 
d. Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum : 
 Banding 
 Kasasi 
 PK 

99% 

e. Index responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

75% 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara  
 

a. Persentase Isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat waktu 

100% 

b. Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui Mediasi 

10% 

c. Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi dan 
PK yang diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu 

100% 

d. Persentase putusan yang menarik 
perhatian masyarakat (ekonomi 
syariah ) yang dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

100% 

3 Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan  

a. Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

100% 

c. Persentase Perkara 
Permohonan(Voluntair) Identitas 
Hukum 

90% 

d. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 

4 Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). 

100% 

Sumenep, 28 November 2017 
Ketua Pengadilan Agama Sumenep  
 
 
 
 
Dra. Risana Yulinda, S.H, M.H 
NIP. 195907111984012001 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN IV 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

Pengadilan Agama Sumenep 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

85% 

c. Persentase Penurunan sisa perkara 90% 

d. Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum : 
 Banding 
 Kasasi 
 PK 

99% 

e. Index responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 

75% 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara  
 

a. Persentase Isi putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu 

100% 

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% 

c. Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 
yang diajukan secara lengkap dan tepat 
waktu 

100% 

d. Persentase putusan yang menarik 
perhatian masyarakat (ekonomi syariah 
) yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari sejak diputus 

100% 

3 Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan  

a. Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 
di luar Gedung Pengadilan 

100% 

  c. Persentase Perkara 
Permohonan(Voluntair) Identitas 
Hukum 

90% 

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum) 

100% 

4 Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti (dieksekusi). 

100% 

Kegiatan 
1. Tenaga Teknis Peradilan Agama 

Yang Kompeten dibidang 
administrasi peradilan 

: Rp.1.500.000 

2. Perkara Prodeo : Rp.10.500.000 
3. Pelayanan Terpadu : Rp.45.000.000 
 
 
Pihak Kedua, 
Ketua Pengadilan Agama Sumenep 
 
 
Dra. Risana Yulinda, S.H, M.H 
NIP. 195907111984012001 

 
Sumenep, 28 November 2017 
Pihak Pertama, 
Panitera Pengadilan Agama Sumenep 
 
 
Drs. Surib Wahyudi S.H., M.H 
NIP.196807211996031001 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN V 
MATRIK RENCANA STRATEGIS  

TAHUN 2015-2019 



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 

 

VISI : " Terwujudnya Pengadilan Agama Sumenep Yang Beribawa dan Bermartabat" 

MISI : 1 
Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama 
Sumenep       

  2 Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan     

  3 Mewujudkan keastuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat    

  4 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan        
 

NO 
TUJUAN TARGET 

JANGKA 
MENENGAH 

SASARAN TARGET STRATEGIS 

Uraian  
Indikator 
Kinerja 

Uraian  
Indikator 
Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan 
Indikator 
Kegiatan 

Target Anggaran 

1 Mewujudkan 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, 
tepat waktu, 
dan 
akuntabel. 

1.   Persentase 
sisa perkara 
yang 
diselesaikan 

100% Terwujudnya  
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, 
tepat waktu, 
dan 
akuntabel. 

1.   Persentase 
sisa perkara 
yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan 
mutu 
pelayanan 
dalam 
penyelesaian 
perkara 

- Pembinaan dan 
DDK                               
'- Meningkatkan 
proses 
persidangan         
'- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP 

Terselenggaranya 
proses keadilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel  

100% 

  
2.   Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

85%   2.   Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

80% 81% 85% 90% 90% Peningkatan 
mutu 
pelayanan 
penerimaan 
perkara dan 
intensitas 
pelaksanaan 
persidangan 
serta 
penyelesaian 
perkara 

- Pembinaan dan 
DDK                               
'- Meningkatkan 
proses 
persidangan         
'- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP 

Terselenggaranya 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, tepat 
waktu, transparan 
dan akuntabel 

85% 

  



3.   Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

90%   3.   Persentase 
penurunan 
sisa perkara 

- - 90% 90% 90% Peningkatan 
ketepatan 
waktu dalam 
penyelesaian 
perkara 

- Pembinaan dan 
DDK                               
'- Meningkatkan 
proses 
persidangan         
'- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP 

Terselenggaranya 
proses keadilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel  

90% 

  
4. Prosentase 
peningkatan 
kualitas 
putusan yang 
memenuhi rasa 
keadilan 
kepada 
masyarakat  

100%   4.   Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum :  
   - Banding 
   - Kasasi 
   - PK 

- - 99% 99% 99% Peningkatan 
kualitas 
putusan yang 
memenuhi rasa 
keadilan 

- Pembinaan dan 
DDK                                
'- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP                                         
'- Percepatan 
penyelesaian 
putusan 

Terselenggarannya 
kualitas putusan 
yang memenuhi 
rasa keadilan 
kepada 
masyarakat  

100% 

  
5. Index 
responden 
pencari 
keadilan yang 
puas terhadap 
layanan 
peradilan 

75%   5. Index 
responden 
pencari 
keadilan yang 
puas terhadap 
layanan 
peradilan 

- - 75% 75% 75% Peningkatan 
kualitas 
layanan 
peradilan pada 
pencari 
keadilan 

- Koordinasi, 
evaluasi dan 
pengawasan             
'- Perbaikan SOP 

Tercapainya 
kepuasan pencari 
keadilan pada 
layanan peradilan 
atas hasil 
pengukuran Indek 
Kepuasan 
Masyarakat (LKM) 

75% 

  
2 Mewujudkan 

administrasi 
perkara yang 
efektif, efisien 
dan 
akuntabel 
(implementasi 
SIPP secara 
menyeluruh 
baik local 

1.  Persentase 
isi putusan 
yang diterima 
oleh para pihak 
yang tepat 
waktu 

100% Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

1.  Persentase 
isi putusan 
yang diterima 
oleh para 
pihak yang 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 1.  Peningkatan 
isi putusan 
yang diterima 
oleh para pihak 
yang tepat 
waktu 

- Pembinaan dan 
DDK                                
'- Peyempurnaan 
SOP                                      
'- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP 

Terselenggaranya 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

100% 

  



maupun 
website). 

2. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

100%   2. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui 
mediasi 

- - 10% 10% 10% 2. Peningkatan 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

- Koordinasi, 
evaluasi dan 
pengawasan             
'- Perbaikan 
MOU 

100% 

  
3. Persentase 
berkas perkara 
yang 
dimohonkan 
banding, kasasi 
dan PK yang 
diajukan 
secara lengkap 
dan tepat 
waktu 

100%   3. Persentase 
berkas perkara 
yang 
dimohonkan 
banding, 
kasasi dan PK 
yang diajukan 
secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

- - 100% 100% 100% 3. Peningkatan 
kualitas 
putusan yang 
memenuhi rasa 
keadilan 

- Pembinaan dan 
DDK                                
'- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP                               
'- Percepatan 
penyelesaian 
putusan 

100% 

  
4. Persentase 
putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi 
syariah) yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari sejak 
diputus 

100%   4. Persentase 
putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi 
syariah) yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari sejak 
diputus 

- - 100% 100% 100% 4. Peningkatan 
mutu 
pelayanan dan 
informasi 
kepada 
masyarakat 
secara 
transparan dan 
akuntabel 

- Pembinaan dan 
DDK                                
'- Meningkatkan 
proses 
persidangan                                         
'- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi direktori 
putusan MARI 

100% 

  
3 Mewujudkan 

pelayanan 
peradilan 
yang lebih 
merata dan 
terjangkau 
disemua 
wilayah 

yurisdiksi 
pengadilan. 

1. Persentase 
perkara prodeo 
yang 
diselesaikan 

100% Meningkatkan 
mutu 
pelaksanaan 
pembebasan 
biaya perkara, 
penyelesaian 
perkara 
diselesaikan 
di luar gedung 
pengadilan 
dan 
pelayanan 
posbakum 

1. Persentase 
perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
Peradilan 
Agama 

Bantuan 
pembebasan 
biaya perkara 

1. 
Terselenggaranya 
mutu pelayanan 
penerimaan dan 
penyelesaian 
perkara  miskin 
dan terpinggir serta  
peningkatan 
intensitas 
pelaksanaan 
persidangan 
secara tepat waktu 
penyelesaian 
perkara 

100% 10.500.000 



2. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

100%   2. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100% Penyelesaian 
perkara di luar 
Gedung 
Peradilan 

2. 
Terselenggaranya 
perkara yang 
diselesaikan di luar 
gedung pengadilan 

100% 45.000.000 

3. Persentase 
perkara 
permohonan 
(Voluntair) 
identitas 
hukum 

90%   3. Persentase 
perkara 
permohonan 
(Voluntair) 
identitas 
hukum 

- - 100% 100% 100% - Pembinaan dan 
DDK                                
'- Meningkatkan 
proses 
persidangan                                         
'- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi SIPP                         

3. 
Terselenggaranya 
perkara 
permohonan 
(Voluntair) identitas 
hukum 

90% 

  
4. Persentase 
pencari 
keadilan 
golongan 
tertentu yang 
mendapat 
layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

100%   4. Persentase 
pencari 
keadilan 
golongan 
tertentu yang 
mendapat 
layanan 
bantuan 
hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% Layanan bantuan 
hukum di 
lingkungan 
Peradilan Agama 

4. Persentase 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum 
(Posbakum) 

100%   

4 Mewujudkan 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
Pengadilan 
(riil 
eksekutable). 

Persentase 
putusan 
perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

Persentase 
putusan 
perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

- - 100% 100% 100% Peningkatan  
pelayanan 
permohonan 
eksekusi 

- Percepatan 
proses 
pelaksanaan 
eksekusi                                       
'- Koordinasi 
antar instansi 
terkait 

Persentase 
putusan perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN VI 
PENGUKURAN KINERJA 



PENGUKURAN KINERJA 

Unit    : Pengadilan Agama Sumenep 
Tahun anggaran  :2017 
 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Terwujudnya 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, tepat 
waktu, dan 
akuntabel. 

- Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 

- Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

85% 88,72% 104,38% 

- Persentase 
penurunan sisa 
perkara. 

90% 12,33% -13,71% 

- Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

99% 99,65% 100,66% 

- Index responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

75% 85% 113,33% 

2. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

- Persentase Isi 
putusan yang 
diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 

- Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% 0,5% 5,03% 

- Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
banding, kasasi dan 
PK yang diajukan 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 

- Persentase putusan 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah ) 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari sejak 
diputus 

100% 100% 100% 

3. Meningkatkan 
mutu 
pelaksanaan 
pembebasan 
biaya perkara, 

- Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 

- Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 100% 100% 100% 



penyelesaian 
perkara 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan dan 
pelayanan 
posbakum 

luar Gedung 
Pengadilan 

- Persentase Perkara 
Permohonan(Volunt
air) Identitas Hukum 

90% 93,04% 93,04% 

- Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 

4. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

- Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 100% 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN VII 
PERNYATAAN TELAH DIREVIU 



PERNYATAAN TELAH DIREVIU 
PENGADILAN AGAMA SUMENEP 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama 

Sumenep untuk tahun  anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan 

Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung 

jawab manajemen Pengadilan Agama Sumenep.  

 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah 

disajikan secara akurat, andal, dan valid.   

 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan 

kinerja ini. 

Sumenep, 16 Februari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Sumenep  
 
 
 
 
Dra. Risana Yulinda, S.H, M.H 
NIP. 195907111984012001 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN VIII 
SK TIM PENYUSUN LKjIP 

 








